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PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK 

ABSTRAK : - untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan setiap 
wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara dan 
masyarakat, perlu menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi 
oleh setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Yogyakarta; keberadaan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat 
penting untuk membentuk budaya kelembagaan yang beretika, menjaga citra 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mata publik, serta meningkatkan partisipasi 
dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di daerah dalam menjalankan 
tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 
Maka perlu untuk membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Kode Etik; perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 

  - Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 
2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. 

  - Dalam Peraturan DPRD ini diatur mengenai tujuan kode etik disusun dan 
ditetapkan; Sumpah/janji pimpinan dan anggota DPRD; Kewajiban pimpinan dan 
anggota DPRD; Tata kerja dan tata hubungan, tata kerja pimpinan dan anggota 
DPRD, tata hubungan pimpinan dan anggota DPRD; Etika rapat dan kerahasiaan 
pimpinan dan anggota DPRD; Etika berpakaian, etika penyampaian pendapat, 
tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan; Larangan bagi pimpinan dan 
anggota DPRD; Kepatutan anggota; Mekanisme penjatuhan sanksi; Pengawasan 
dan penegakan etik; Rehabilitasi; Perubahan kode etik. 

CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025. 

- Jumlah Halaman: 14 hlm. 

 

 


